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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Jaksa menetapkan kualifikasi Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang 

sempurna sebagai dasar penyusunan surat dakwaan yaitu dengan memenuhi 

syarat: 

a. kelengkapan Berkas Perkara formil yaitu berupa identitas tersangka, serta 

tanggal, bulan, tahun pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan 

tersebut. 

b. kelengkapan Berkas Perkara materiil yaitu berupa uraian secara cermat, jelas, 

dan lengkap dengan memuat tempus delictie (waktu terjadinya dugaan tindak 

pidana) dan locus delictie (tempat terjadinya dugaan tindak pidana) dan 

memiliki kesesuaian alat-alat bukti yang ada. 
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B. Saran 

Dengan dilakukannya penelitian ini dan terjawabnya segala permasalahan 

yang diungkap dalam penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan profesionalisme pihak penyidik dengan adanya pelatihan 

proses pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan. 

2. Meningkatkan koordinasi Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum untuk 

membantu penyidik melengkapi Berkas Perkara dengan memberi petunjuk-

petunjuk kelengkapan Berkas Perkara; 

3. Memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan pada tahap pembuatan 

berita acara pemeriksaan yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan 

surat dakwaan. 
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